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PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bgr

, v

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di

bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Juni 1983, umur 40 tahun,
agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kelurahan
XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX,
sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Maret 1982, umur 41 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXXX,
Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, saat ini
tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti

alamatnya (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tanggal 03 Januari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register
Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada 23 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah
Nomor 02/02/1/2012 tertanggal 02 Januari 2012;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat
berstatus duda cerai hidup;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama
di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bogor, 29 Oktober 2013;

5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga)
tahun, selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak
memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan tidak
pernah memberikan kabar lagi kepada Penggugat yang mana Tergugat
pergi sekitar Januari 2021 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan
tidak diketahui keberadaanya di mana, sebagaimana surat keterangan ghoib
nomor : 145/0002-MRS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muarasari,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 02
Januari 2024;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara
bertanya kepada keluarga dan juga teman Tergugat, tapi tetap tidak
diketahui keberadaannya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor
21/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 08 Januari 2024, vyang dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada
perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK
32710146068XXX tanggal 29 Maret 2013, bukti surat tersebut telah

HIm.3 dari 13 him. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Selatan Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat, Nomor XX/02/1/2012 Tanggal 02 Januari 2012,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

B. Saksi
1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama lIslam, pekerjaan |lbu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX,

di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
yang menikah 23 Desember 2011 karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX,
Provinsi XXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
laki-laki bernama XXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena masalah
ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
bersama anaknya dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan
Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah
kembali lagi. Tergugat sudah dicari tapi sudah tidak diketahui
keberadaannya;
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- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat
juntuk bersabar menunggu Tergugat kembali lagi, akan tetapi tidak
berhasil;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX,
di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
yang menikah 23 Desember 2011 karena saksi adalah saudara sepupu
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX,
Provinsi XXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
laki-laki bernama XXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena masalah
ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkan, Tergugat tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan
Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah
kembali lagi. Tergugat sudah dicari tapi sudah tidak diketahui
keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat
juntuk bersabar menunggu Tergugat kembali lagi, akan tetapi tidak
berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 08 Januari 2024, yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak
hadir dan dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dengan verstek
sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat
dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah
tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh
untuk bercerai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun.. yang lalu,
penyebabnya karena .Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin
dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Akhirnya sejak bulan
Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai
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sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin
hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi,
yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan
domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan
dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah),
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut
dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat,
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat
(1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu penyebabnya karena
tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sudah
tidak mempedulikan lagi Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak diketahui
lagi keberadaannya meskipun upaya damai sudah dilakukan namun tidak
berhasil, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak
Januari 2021, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan
Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan
relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak 3
tahun yang lalu sampai saat ini disebabkan karena Tergugat tidak
memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat;

3. Bahwa sejak sekitar Bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan
Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Tergugat
pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pergi tidak ada kabar
beritanya sampai saat ini,, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
sejak bulan Januari 2021 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

4, Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun
tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Petitum Tentang Perceraian
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Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang
menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak
pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas
hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan
Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan
Agama Bogor sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara
Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di
persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau
untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga
maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya
bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap
Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang
dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang
ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang

berbunyi :
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yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir. dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk
diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997
yang abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam
kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus-menerus,
semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka
kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah
pihak (suami isteri) tersebut telah pecah”. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai
berikut, “Bahwa oleh karena percekcokan terus-menerus dan tidak dapat
didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka
dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut.”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka
menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan
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demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan
alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk
melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari
sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan
menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau
salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak
memberikan sakinah dan tidak ada lagi mawaddah dan rahmah sesuai dengan
Qaidah Fighiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :
[e] o — — [e]
dlaall s (e 3382 awlaall £55
Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik
maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat
telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan serta
tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan
beralasan maka maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara

ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
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telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Penutup
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasnhi Hamzah, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H. H. Muammar, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti
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Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  450.000,00

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
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